
BUPATI  BARITO  KUALA

PROVINSI  KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTASI JEMBATAN

RUMPIYANG DAN JEMBATAN BARITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa Jembatan mempunyai fungsi dan manfaat strategis
bagi masyarakat sebagai prasarana perhubungan dan
perekonomian yang sangat vital sehingga harus dijaga
keamanannya agar dapat berfungsi setiap saat;

b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan
angkutan sungai dan perlindungan terhadap Jembatan
sebagai aset penting aktivitas masyarakat yang bertujuan
menigkatkan perekonomian masyarakat serta sebagai
perlindungan bangunan terapung milik masyarakat di
wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka Pemerintah Daerah
perlu melakukan pengawasan sesuai kewenangan dibidang
perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4327);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2010  Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012
Tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau.

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013
tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa
Kepelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014
tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal.

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015
tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;

10. Keputusan Menteri Perhubungan KP 14 Tahun 2011 tentang
Pemberian Izin Usaha kepada PT. Pelabuhan Barito Kuala
Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan:

11. Keputusan Menteri Perhubungan KP 783 Tahun 2011 tentang
Penetapan Perairan Wajib Pandu pada Perairan Marabahan di
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan:

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 720 Tahun 2012
tentang pemberian Izin kepada Pelabuhan Barito Kuala
Mandiri untuk menyelenggarakan Pelayanan Jasa
Pemanduan pada Perairan Wajib Pandu Perairan Marabahan
di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan
(Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017
Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
SUNGAI YANG MELINTASI JEMBATAN RUMPIYANG DAN
JEMBATAN BARITO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito

Kuala;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Barito Kuala;
6. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan yang berada di
Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) adalah Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di Provinsi
Kalimantan Selatan.

8. Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang
terdiri dari bangunan atas, landasan, bangunan bawah
pondasi, pilar, jalan pendekat dan bangunan pengaman
yang dibangun melintasi sungai;

9. Jembatan Rumpiyang dan Jembatan Barito adalah
Jembatan yang dibangun melintasi sungai besar di
Kabupaten Barito Kuala, dimana sungai besar tersebut
dilalui oleh lalu lintas air;

10. Lalu Lintas dan Angkutan Sungai adalah Lalu Lintas yang
melintasi dibawah Jembatan dan aktifitas lainnya disekitar
Jembatan;

11. Daerah Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri
kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
sungai;

12. Tongkang adalah sarana angkutan yang menggunakan alat
penarik dan atau pendorong menjadi satu kesatuan alat
angkutan air;

13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga
angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan dipermukaan air, serta alat
apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-
pindah;

14. Rakit Kayu Bulat adalah rangkaian kayu bulat yang
membentuk rakit dengan panjang dan lebar tertentu yang
ditarik oleh kapal penarik (Tug Boat);

15. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman
sungai;

16. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami
maupun buatan yang dari kedalaman, lebar dan hambatan
pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;



17. Tempat Penimbunan Kayu Bulat Sementara (Logpond
Sementara) adalah daratan air diperairan daratan dengan
batasan koordinat tertentu guna tempat penimbunan kayu
(Logs) yang sifatnya sementara;

18. Tinggi Kapal atau sejenisnya adalah tinggi diukur dari garis
air sampai titik tertinggi bagian kapal atau jenisnya
termasuk bagian dari muatannya;

19. Tinggi Ruang Bebas Minimal adalah tinggi diukur dari garis
air pada kondisi banjir besar sampai bagian terbawah dari
bentang Jembatan yang dilewati;

20. Usaha Penyewaan Kapal Bantu (Assist Boat) adalah kegiatan
usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan
berupa kapal bantu (assist boat) guna keamanan dan
keselamatan serta kelancaran lalu lintas perairan pada
daerah hambatan berlayar;

21. Daerah hambatan berlayar adalah daerah alur pelayaran
yang kurang aman untuk dilayari tanpa bantuan kapal lain
(asisst boat) dan atau panduan  yang disebabkan oleh
penyempitan alur, gosong pasir, batu dan pendangkalan
serta bangunan lainnya yang terdapat pada alur pelayaran;

22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu
lintas pelayaran pada daerah hambatan pelayaran;

23. Kapal Bantu/tunda (asisst boat) adalah kendaraan air
dengan bentuk dan jenis serta house power tertentu yang
digerakan dengan tenaga mekanik dan atau kapal bantu
untuk mengarahkan/memandu nakhoda kapal dalam
melintasi daerah hambatan pelayaran;

24. Daerah tambatan sementara adalah daerah tertentu yang
merupakan bagian kawasan pelabuhan terletak sebelum
dan sesudah Jembatan yang diperuntukan untuk tambat
labuh kapal sebelum berlayar melintasi Jembatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud di buatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mengatur lalu lintas angkutan sungai yang melintas dibawah
Jembatan Rumpiyang dan Jembatan Barito.

Pasal 3

Tujuan di buatnya Peraturan Bupati ini adalah menjamin
keamanan Jembatan Rumpiyang dan Jembatan Barito sehingga
dapat berfungsi sebagaimana diharapkan dan lalu lintas
angkutan sungai dapat berjalan dengan selamat, aman, dan
lancar serta berguna bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
meliputi :



a. Subjek dan Objek Lalu Lintas dan Angkutan Sungai;
b. Prosedur Melintas;
c. Kegiatan Jasa Layanan Kapal Bantu (Assist Boat);
d. Ketentuan dan Persyaratan Jasa Pandu;
e. Tarif Jasa Tunda/Assist.
f. Pengawasan.
g. Sanksi Administrasi.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI

Bagian Kesatu
Subyek

Pasal 5

Subjek yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah:
1. Semua kegiatan angkutan diperiran sungai yang melintasi

Jembatan Rumpiang dan Jembatan Barito.
2. Semua kapal sebagai pemakai alur lalu lintas angkutan

sungai yang berlayar diperiaran sungai yang melintasi
Jembatan Rumpiyang dan Jembatan Barito.

Bagian Kedua
Obyek

Pasal 6

(1) Objek yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah Jembatan
Rumpiyang dan Jembatan Barito.

(2) Jembatan Rumpiyang dan Jembatan Barito sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki lebar alur tiang/fender
bervariasi antara 200 (Dua Ratus) meter, serta ketinggian
ruang bebas berlayar bervariasi antara 10  (Sepuluh) meter
sampai dengan 14 (Empat belas) meter.

(3) Ketentuan lebar ketinggian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diperuntukan bagi :
a. Kapal dengan tinggi tidak lebih dari 15 (Lima belas))

meter dari garis air atau menurut batasan tinggi ruang
bebas minimal bagi masing-masing jembatan dikurangi 1
(satu) meter; dan/atau

b. Rakit kayu bulat dan/atau muatan lainnya yang
berukuran tidak lebih panjang dari 200 (Dua Ratus)
meter dan lebar 30 (Tiga Puluh) meter;

BAB IV
PROSEDUR MELINTAS

Pasal 7

(1) Panjang Kapal/Tongkang 70 meter s.d. 100 meter, lebar
kapal maksimal 25 meter dengan kapasitas muatan
maksimal 7.000 ton dan wajib menggunakan 1 (satu) buah



Kapal tarik dan dibantu 1 (satu) buah kapal pendorong
(assist) dengan kapasitas mesin masing-masing minimal
800 PK.

(2) Panjang Kapal/Tongkang 100 meter s/d 150 meter, lebar
kapal maksimal 40 meter dengan kapasitas muatan
maksimal 12.000 ton dan wajib menggunakan 1 (satu) buah
kapal tarik dan dibantu 2 (dua) buah kapal pendorong
(assist) dengan kapasitas mesin minimal 1.200 PK.

Pasal 8

(1) Pergerakan kapal/tongkang minimal pada jarak 1 (satu) Mil
sebelum dan 1 (satu) Mil sesudah Jembatan dengan
menggunakan 1 (satu) kapal tarik yang dibantu 2 (dua)
kapal pendorong (assist) sebagaimana dimaksud pasal 7
pada ayat (2).

(2) Kapal penarik rakit/tongkang harus mengurangi kecepatan
pada jarak minimal 1 (satu) Mil sebelum Jembatan dengan
kecepatan minimum, namun dapat mengendalikan kapal
/tongkang pada waktu memasuki alur pelayaran dibawah
jembatan.

Pasal 9

(1) Sebelum melintasi jembatan, pemilik dan/atau operator
serta pemilik barang harus membuat Surat Pernyataan yang
pada pokoknya memuat kewajiban untuk bertanggungjawab
terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak
langsung bagi kondisi jembatan yang disebabkan oleh
pengoperasian kapalnya, sesuai format yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tanggung jawab pemilik dan/atau operator serta pemilik
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti
semua kerusakan sampai dapat dioperasikan kembali
seperti semula.

(3) Kayu bulat, batu bara dan/atau muatan lainnya yang
diangkut dengan menggunakan tongkang maupun rakit
harus memiliki dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi
yang berwenang.

(4) Semua kapal tarik atau tongkang yang digunakan untuk
mengangkut kayu bulat, batu bara dan/atau muatan
lainnya harus memiliki dokumen kapal sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Disamping ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini, setiap pemakai alur lalu lintas angkutan sungai



diwajibkan untuk menggunakan segala daya dan peralatan yang
diperlukan bagi terjaminnya keselamatan pelayaran khususnya
ketika berada dibawah jembatan.

Pasal 11

(1) Semua kapal/tongkang dan rakit yang mengangkut Kayu
Bulat dan/atau muatan lainnya sebagaimana diatur pada
Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sudah harus memenuhi
persyaratan Dokumen Kapal dari Intansi yang berwenang.

(2) Semua kapal/tongkang dan rakit yang mengangkut Kayu
Bulat dan/ atau muatan lainnya yang berlayar memasuki
alur sungai wajib menggunakan kapal assist.

BAB V
KEGIATAN JASA LAYANAN KAPAL BANTU (ASSIST BOAT)

Pasal 12

(1) Kegiatan Tunda/Asist adalah Jasa Layanan Kapal Bantu
(Asist Boat) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau
perorangan yang sudah mendapat izin dari kementerian
perhubungan yang dioperasikan pada daerah hambatan
berlayar sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

(2) Pemerintah Daerah dapat turut serta bersama KUPP
melakukan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Layanan
Kapal Bantu (Asisst Boat) yang dilakukan oleh Badan Usaha
dan/atau Perorangan disekitar daerah hambatan berlayar.

(3) Badan Usaha yang mendapat izin dari kementerian
perhubungan dapat melakukan kegiatan Jasa Layanan
Kapal Bantu (Assist Boat) sebagai jasa layanan disekitar
perlintasan daerah hambatan berlayar.

BAB  VI
TARIF JASA TUNDA/ASSIST

Pasal 13

Penentuan Tarif  Jasa Tunda/Asist didasarkan atas pembahasan
dan kesepakati bersama antara Badan Usaha dan Asosiasi
Pengguna Jasa Pelayaran, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari
kementerian perhubungan.



BAB VII
DAERAH PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Daerah pengawasan alur sungai untuk jembatan adalah 1
(satu) Mil kearah hulu dan 1 (satu) Mil ke hilir Jembatan.

(2) Daerah pengawasan alur sungai adalah sepanjang Sungai
Barito dan Sungai Negara yang dapat dilayari sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  15

(1) Apabila Tarif Pelayanan Pandu/Tunda pembayarannya
melewati batas waktu yang ditetapkan maka dikenakan
sanksi Administrasi berupa Denda sebesar 2 % (dua
persen) dari jumlah Piutang tarif yang tertagih dihitung
berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
pasal 13.

(2) Apabila pelayanan Pandu/Tunda diabaikan atau tidak mau
dipandu/Tunda sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat
(2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100 % (Seratus persen) dari tarif yang berlaku.

(3) Denda sebagimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
disetorkan ke Kas Daerah.

(4) Apabila ayat (1) dan ayat (2) tetap dilanggar, maka
Pemerintah Daerah dapat melaporkan Pemili
Kapal/Tongkang berkenaan guna diambil tindakan oleh
KUPP dan KSOP setempat untuk dilakukan penundaan
penerbitan Izin berlayar memasuki wilayah perairan wajib
pandu Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan.

(5) Apabila ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi baik
sanksi adminstrasi maupun dendanya maka kapal
/tongkang berkenaan diperkenankan memasuki wilayah
perairan wajib pandu.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 17 April  2017

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDIN MURAD
Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 39



Marabahan,
salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ISMED ZULFIKAR,SH
NIP.19640401 199203 1 017



Nomor register : 39.2017.04-039




